[ SALINAN ]

BUPATI BELITUNG

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG
NOMOR 24 TAHUN 2024
TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan
Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2024 tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Belitung tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan

Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4287);

3. Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,

3. Undang-Undang....
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587, sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6841);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas tentang Peraturan Pemerintah Nomor
56 Tahun 2005 Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 51595);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan....
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah
Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor S5, Tambahan Lembar Negara Repubilk Indonesia
Nomor 5272);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 604 1);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung
Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Belitung Nomor 24), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Belitung Nomor S5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2019
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung
Nomor 55);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten  Belitung Tahun  2018-2023 (Lembaran
Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 54),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor
3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023
(Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2021 Nomor
10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung

Nomor 68);

16. Peraturan....
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16.

17.

18.

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 15 Tahun 2022
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun
2022 Nomor 15);

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2023
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung
Tahun 2023 Nomor 3);

Peraturan Bupati Belitung Nomor 92 Tahun 2022 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun
2022 Nomor 92), sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Bupati Belitung Nomor 52 Tahun 2023 tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten
Belitung Tahun 2023 Nomor 52);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2023 terdiri atas:

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 186.621.508.495,80
b. Dana Perimbangan Rp. 920.148.463.207,00
c. Lain-lain Pendapatan yang Rp. 10.669.847.206,00
Sah
Jumlah Pendapatan Rp. 1.117.439.818.908,80
2. Belanja
a. Belanja Operasi
1) Belanja Pegawai Rp. 445.534.54.743,00
2) Belanja Barang dan Jasa Rp. 363.679.104.935,00
3) Belanja Bunga Rp. -
3) Belanja Subsidi Rp. 644.159.628,00
4) Belanja Hibah Rp. 39.760.641.477,00

5) Belanja....
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5) Belanja Bantuan Sosial Rp. 204.411.000,00

Rp. 849.822.871.783,00
b. Belanja Modal
1) Belanja Modal Tanah Rp. 1.098.020.400,00
2) Belanja Modal Peralatan Rp. 62.234.547.745,00
dan Mesin
3) Belanja Modal Gedung Rp. 38.123.739.705,00
dan Bangunan
4) Belanja Modal Jalan, Rp. 46.774.899.000,00
Jaringan, dan Irigasi
5) Belanja Modal Aset Tetap Rp. 2.800.254.900,00
Lainnya
Rp. 151.031.461.750,00
c. Belanja Tak Terduga
1) Belanja Tak terduga Rp. -
Rp. -
d. Belanja Transfer
1) Belanja Bagi Hasil Rp. 9.131.821.000,00
2) Belanja Bantuan Rp. 98.462.189.100,00
Keuangan
Rp. 107.594.010.100,00
Surplus/ (Defisit) Rp. 8.991.475.275,80
3. Pembiayaan
a. Penerimaan Rp. 176.640.556.760,97
b. Pengeluaran Rp. -
Jumlah Pembiayaan Neto Rp. 176.640.556.760,97
Sisa lebih pembiayaan anggaran
tahun berkenaan Rp. 185.632.032.036,77

Pasal 2
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1, tercantum dalam Lampiran [ yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal....
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Pasal 3
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2, dirinci lebih lanjut dalam Penjabaran Laporan

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 4
Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran I.1 yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 6 September 2024
Pj. BUPATI BELITUNG,

ttd.
MIKRON ANTARIKSA
Diundangkan di Tanjungpandan
pada tanggal 9 September 2024
Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG,

ttd.

NURMAN SUNANDA
BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2024 NOMOR 24
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